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BUPATI BINTAN

PERATIJRAN BITPATI BINTAN
Nomor: 19 Tahun 2}rc

TENTAI{G

PEDOMAN PELAKSANAAI{
BAIYTUAI\I HIBAII PENGEMBAI\IGAII TERNAK SAPI PENGGEMUKAI\{

KABT]PATEN BINTAI\I
TAIIT]N ANGGARAN 2O1O

DENGAI\I RAIIMAT TUIilAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATT BINTAhI,

bahwa guna kelmcaran dan keberhasilan pelaksanaan Penerima
Bantuan Hibatr Pengembangan Ternak Sapi Penggemulcan di
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 , maka Bupati perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petmjuk Pelaksanaan Banlnan
Hibah Pengembangan Temak Sapi Penggemukan Kabupaten Bintan
Taltu Angearan 2010.

l. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Suaatei:a Tengah (L€rnbarau Negara Repnrblik Indoaesia Tahun
1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesiaNomor 3896 );

2. Undang-undang Nomor 6 Tahrm 1967 tentang Ketentuan *
ketentuan Pokok Petemakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan
kurbaran Negara Republik Indonesia Nomor 282a);

3. Undang-udang Nomor 25 Tatnrn 2002 tentsng Pembentukan

Prcvinsi Kepulauan Riau (Lenobaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor lll Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor aBT;

4. Undsng-wdang Nomor 17 Tahrm 2003 tentang Kerrangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

5. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharsan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Iadonesia Tatrun 2004 Nomor 118, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a*);

Undang-undang Nomor 32 Tatrun 20M tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437);

Peraturan Pemerintatr Nomor 58 Tatrun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambatran Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan

Nama Kabupaten Kepulauan Riau meqiadi Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau (tembaran Negara Republik trndonesia

Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4905);

Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tatrun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahaq antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemedntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telatr

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Talrur 2007;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 417/KpNOT.2|0/7/2A0
tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan

Ternak;

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor
50/I{K.0501IOTS{I2193 Juncto Surat Keputusan Direktur
Jenderal Peternakan Nomor 417lKPTS/OT.2l0l7 /2001 tentang
Petuqiuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Temak
Pemerintah;

Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Peternakan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaarr Dana Bantuan Sosial Bidang
Peternakan Tatrun Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 0l Tatrun 2010
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2010 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor I );
Perattran Bupati Bintan Nomor 1 Tahun 2010 tenlang
Peqiabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bintan Tatnm Anggaran 2010 ( Berita Daerah
I(abupaten Bintan Tahun 2010 Nomor I );



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BANTUA}I HIBAH PENGEMBANGAN
TERNAK SAPI PENGGEMUKAN KABTJPATEN BINTAN
TAH{JN ANGGARAI{ 2O1O;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal t

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaqiutnya disingkat DPPKD

adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKKD) Kabupatenv 
Bintan;

4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Bintan;

5. Petugas Peternakan adalah staf Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupateir Bintan yang

diperintahkan untuk mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan hibah

pengembangan temak sapi penggemukan;

6. Lumh I Kepala Desa adalah Lurah I Kepala Desa dimana calon penerima bantuan hibah

ternak sapi pe'nggemukan berdomisili.

7. Bantuanhibah pengembangantenraksapipenggemukanadalahbaatuanyangdiberikan

kepada petani temak secara selekti{ berupa uang untuk pengembangan ternak sapi

- penggemukan.

8. Sapi bakalan adalah ternak sapi yang akan digemukkan

9. Bantuan pembuatan kandang adalah bartuan sebagran kecil untuk pembuatan kaudang

sesuai dengan dana yang tersedia;

BAB II
MAKSUD DANTUruAN

Pasal 2

( I ) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagar acuan dalam pelaksanaan

pemberian bantuan hibah pengembangan tqnak sapi penggemukan.

( 2 ) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adetah unnrk menjamin agar pelaksanaan
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BAB III
RUANG LINGKI.JP

Pasat 3

Ruang Lingkup Bantuan Hibah Pengembangnn Temak Sapi Penggemukao adalah :

a. Petani temak penerima bantuan hibah pengembangan ternak sapi penggernukan

berada di Kabupaten Bintan.

b. Bantrran hibah pengembangan ternak sapi penggemukan digunakan untuk

membeli sapi bakalan yang akan digemukftan dan bantuan penrbuatan kandang.

BAB tV

KRITERI,A DAN PERSYARATA}I PENERIMA BAhITUA}.I

Pasal 4

( I ) KriteriaPenerimaBantuan adalah :

a Sehat jasmani dao rohani

b. Berdomisili di lokasi penerima hntuan yang dipertegas dengan KTP,

c. Sanggup menyediakan kandang

d. Sanggup dan b€rsedia me,melihara ternak dengan baik.

e. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Persyaratan Penerima Bantuan adalah :

a Membuat serta mengajukan proposat kepada Bupati Kabuparen Bintan cq

_ Dinas Peranlan dan Kehutanan Kabupaten Bhtao.
\--' b. Terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan.

c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga

d. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Banh



BAB V

MEKA}.IISME PENCAIRAN DA}IA

Pasal 5

Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Hibah Pengembangan Ternak Sapi Penggemukan

a. Petani t€rnak yang menerima dana bantuan hibah adalah yang telah diseleksi oleh

Petugas Pedernakan dengan melibatkan petugas lapang,an dan Lurah/Kepla Desa

serta memenuhi lriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 4 di atas

yang ditctrykan de,ngan Srrat Ke,putuan Bupati BinteL

b. Pencairan dana Bantuan Hibah dilah*an oleh DPPKD Kabupaten Bintan sebagai

Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Bintan berdasarkan

proposal ymg diajukan oleh kelompok

c. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok pe,rerima melalui Rekening

Bank Ketua/ Anggota Kelompok.

d. Ketua Kelompok atas nanu anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan

bukti penggutman dana kepada DPPKD selaku Pengguna Anggaran dan Dinas

Pertanian dan Kehutanan Kabupraten Bfutan sebagai pelatsnu t€kds.

BAB VI

PENGELOLAANI BANTUA}.I

Pasal 6

(l) Bantuan hibah yang diterima masing - masing peternak harus dibelikan sapi bakalan

untuk digemukkan dan bahan untuk pembrratan kandang

(2) Dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh kelompok rni yang

menerima bantuan hibah pengernbangan temak sapi penggemukan.

(3) Pengadaan temak sapi bakalan hams memenuhi spesifikasi teknis yang

direkomendasikan oleh Dinas Pertsrian dan Kehutanan c/q Bidang Peternakan.

(a) Dalam teknis pelaksanam pengelolaan bantuan harus dilengkapi Surat Perjanjian

Kerja,

(5) Setiap hal - hal yang berkaitan dengan ternak sapi yang digenl*kan hams

dilengkapi deirgan Berita Acara ( pembeliaa penjualan, potong paks4

serta kematian ).
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BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

( 1 ) Monitoring dan Evaltusi dilahrkan oleh Dhas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

Bintan.

( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan

Kehutanan Kabupaten Bintan menyampaikan laporan dan bertanggung-jawab kepada

Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTI.JP

Pasal 8

Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional

diatur lebih lanjut dengan Kepltusan Kepala Dinas Pertanian dau Kehutanan Kabupaten

Bintan dan kese'pakatan bersama dalam kelompok.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setiap orarg mengetahuiny4 mern€rintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatan dalam Berita Da€rah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Padatanggal 3 Aguatw aoto

Diundailgkan di
tanggal 3 aor0

ARIS DAERAH
A1EN BINTAN

MUCHTAR

lftjang

t**,

A DAERAH KABI.]PATEN BINTAN TAHUN 2O1O NOMOR:


